BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 2% TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANA HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

bahwa status kelompok kemampuan keuangan daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2018 telah berubah dari
tingkat rendah menjadi tingkat sedang;

bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 17 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, dipandang
perlu mengubah dan menyesuaikan ketentuan pada
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksana Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamandau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Lamandau.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan
Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor
5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonersia Talun 2015 Nomor 2036);
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Agar dasar hukum mengingat angka 14 ditulis lengkap Nama Peraturan Menteri
Dalam Negeri tersebut.

Agar ditambahkan juga Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2017
sebagai dasar hukum mengingat Rancangan Peraturan Bupati ini.

. BATANG TUBUH
1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh
melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi.

Bahwa telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelakasanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.

Bahwa terjadi perubahan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Tengah berdasarkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2018, yaitu:

Pasal PERGUB 33 TAHUN 2017 PERGUB 10 TAHUN 2018

5 AYAT | tunjangan perumahan : tunjangan perumahan :

(2) Ketua : Rp. 41.000.000,- Ketua : Rp. 20.283.478,-
Wakil Ketua : Rp. 21.000.000,- | Wakil Ketua : Rp. 16.677.351,-
Anggota : Rp. 17.000.000,- Anggota : Rp. 13.071.224 -

PASAL 7 | Tunjangan transportasi Anggota | Tunjangan transportasi Anggota
ayat (2) DPRD Rp. 17.000.000,- DPRD Rp. 15.600.000,-

Berdasarkan ketentuan diatas, maka seharusnya dilakukan juga perubahan
terhadap Lampiran Il Peraturan bupati lamandau nomor 47 tahun 2017 tentang
peraturan pelaksana hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota deran
perwakilan rakyat daerah kabupaten lamandau karena tidak sesuai dengan
ketentuan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

. PENUTUP

Bahwa perumusan Bab Penutup Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

LAMPIRAN

Bahwa Lampiran Rancangan Peraturan Bupati ini tidak disampaikan sehingga tidak
dapat dilakukan analisa lebih lanjut.
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